BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 1 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN

Menimbang

Mengingat

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi

kependudukan serta memberikan perlindungan, pengakuan,
penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh
penduduk dalam wilayah Kota Bukittinggi, telah dilakukan
pengaturannya dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor
1 Tahun 2010;

. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dirasakan

masih belum optimal dan masih adanya kendala yang dialami,
sehingga dalam melaksanakan tugas administrasi
kependudukan belum maksimal, untuk itu perlu dilakukan
perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 dengan
menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.

. Undang — Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 20);

. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
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5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4235);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

9. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

10.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang — Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

11.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

12.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang — Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

14.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674);

17.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
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18. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5S080);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3050);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258 );

21.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3866);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

24 .Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4736);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

26.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);

27.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,;

28.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan
Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 35 Tahun 2010;

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil di Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007,
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang
Standar dan Spesifikasi Perangkat Lunak dan Blangko Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara
Nasional,;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan
Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pencatatan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh
Negara Lain;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;

35.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri
Kesehatan Nomor 15 Thaun 2010 dan Nomor
162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan
Penyebab Kematian;

36.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 7);

37.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2004
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda
Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kependudukan
dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi
Tahun 2004 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2008
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 06);

38.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);

39.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 — 2025 (Lembaran Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);

40.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008
tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);

41.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah
Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);

42.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun
2008 Nomor 12);

43.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);

44.Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 1 TAHUN
2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota
Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 01), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 huruf f diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4

Pemerintah  Kota  Bukittinggi berkewajiban dan  bertanggung jawab
menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh
Walikota dengan kewenangan meliputi :

a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;

b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang
administrasi kependudukan;

c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan;
d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;

e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi
kependudukan;

f. Penugasan kepada Lurah wuntuk menyelenggarakan sebagian urusan
administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kota;
h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

(1) Pejabat Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil.

(2) Dihapus.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan dan
pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Walikota.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9

(1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, yang
diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan
biodatanya.

(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap
dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin
mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas
tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
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4. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 29
Hal — hal yang belum diatur mengenai penerbitan KTP akan diatur lebih lanjut

dalam Peraturan Walikota.

5. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, melapor kepada Lurah dengan
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

(2) Pendaftaran Penduduk WNI di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan tata cara :

a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pindah;
b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

c. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan
dan Peristiwa Penting;

d. Lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengantar
dari RT;

e. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku
Mutasi Penduduk; dan

f. Lurah/Petugas Registrasi meneruskan berkas Formulir Permohonan
Pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Surat Pengantar
sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Camat.

(3) Pendaftaran penduduk WNI di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf f, dilakukan dengan tata cara :

a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

b. Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; dan

c. Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b, diserahkan
kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.

(4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
digunakan sebagai dasar :

a. Proses perubahan KK bagi Kepala/Anggota Keluarga dalam KK yang tidak
pindah; dan

b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

6. Ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 81

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan
mendapat akta perkawinan.

(2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikecualikan bagi
orang tuanya yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang
lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

(3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Surat Pengantar dari RT dan diketahui Lurah;

b. Kutipan Akta Kelahiran;
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c. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan;
d. Fotocopy KK; dan
e. Fotocopy KTP pemohon.

(4) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan tata cara :

a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengesahan Anak
dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
mencatat pada Register Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir
pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran; dan

c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada
huruf b merekam data pengesahan anak ke dalam database
kependudukan.

Diantara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 104a
yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104a

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi
elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Ketentuan Pasal 127 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 127

Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan
surat dan/atau dokumen kapada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama
6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta
rupiah).

Diantara Pasal 127 dan Pasal 128 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 127a,
Pasal 127b, Pasal 127c, Pasal 127d, Pasal 127e dan Pasal 127f yang berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 127a

Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja
mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen
kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 104a Peraturan Daerah ini,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 127b

Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, setiap orang yang tanpa hak mengakses databse
kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 dan/atau Pasal 117 ayat
(1) Peraturan Dearah ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta
rupiah).

Pasal 127c

Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak

mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko dokumen

kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f Peraturan Daerah

ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama paling lama 10 (sepuluh) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000, - (satu miliar rupiah).
Pasal 127d

Berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, setiap penduduk yang dengan sengaja
mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu
KK sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (1) atau memiliki KTP lebih dari
satu sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat (6) Peraturan Daerah ini,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah).
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Pasal 127e

Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 atau Pasal
127a, Pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah
1/3 (satu pertiga).

Pasal 127f

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 127, Pasal 127a, Pasal 127b,
Pasal 127c dan Pasal 127d adalah tindak pidana administrasi kependudukan.

10. Ketentuan Pasal 129 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 129
Ketentuan Pasal 121, Pasal 122 dan Pasal 123 berlaku tanggal 1 Januari 2012.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di: Bukittinggi
pada tanggal : 10 Februari 2011

WALIKOTA BUKITTINGGI

ttd,

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 10 Februari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

ttd,

HERRY RUSLI, SH
Pembina Utama Muda, NIP. 195708311980031005

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKTTINGGI TAHUN 2011 NOMOR 1
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